
1. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Jawa Tengah; 

2. undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesfa Nomor 
4437) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhlr dengan 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubh« 
lndonesfa Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmba~a.~ 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 02€"'2.­ 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QOd ~ ·:.:: 
- t I .• I --L---- 1.1----- n-- .. L..I;~ ._...____.....,..(_ ..... _ _........_ ___J 

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknls 
operasfonal dan/atau kegfatan teknis penunjang pada Dmas 
Pendldikan Kabupaten Klaten, perlu dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Dinas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagafmana dimaksud huruf a 
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organfsasf dan 
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organfsasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendldlkan Kabupaten Klaten; 

BUPATIKLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN 

TENT ANG 

NOMOR?.5. TAHUN 2008 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

BUPATIKLATEN 

• Mengingat 

Menimbang 

• 

• 



Pasat 1 
Dalam Peraturan Bupatl lni yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupat1 beserta perangkat daerah sebagaf tmS.r 

penyelenggara Pemerfntahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENOIDIKAN KABUPATEN KLATEN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Bertakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 
1950; 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntah Oaerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4593); 

7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provins!, dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741 ); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasl 
Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasl dan Tata KerJa Pemcrintah Kabupaten Ktaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten ((Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 20); 

' 
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Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupatl lni dibentuk UPTD: 

a. UPTD Pendldfkan, terdiri dari : 
1. UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara; 
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah; 
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan; 
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan; 
5. UPTD Pendfdlkan Kecamatan Manisrenggo; 
6. UPTD Pendidikan Kecamatan Kemalang; 
7. UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan; 
8. UPTD Pendidikan Kecamatan Gantiwarno; 
9. UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko; 

10. UPTD Pendldlkan Kecamatan Wedi; 
11. UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum; 
12. UPTD Pendidikan Kecamatan Kalikotes; 
13. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen; 
14. UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinom; 
15. UPTD Pendidikan Kecamatan Karanganom; 
16. UPTD Pendidikan Kecamatan Tulung; 
17. UPTD Pendidikan KecamatanPolanharjo; 
18. UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu; 
19. UPTD Pendidikan Kecamatan Ceper; 
20. UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosari; 
21. UP:rD Pendidikan Kecamatan Juwiring; 
22. UPTD Pendidikan Kecamatan Pedan; 
23. UPTD Pendidikan Kecamatan Karangdowo; 
24. UPTD Pendldfkan Kecamatan Trucuk; 
25. UPTD Pendidikan Kecamatan Cawas; 
26. UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat.; 

b. Unit Sanggar Keglatan Belajar 
(2) UPTD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Tekms 

pada Dlnas Pendidikan Kabupaten Klaten. 

• 

PEMBENTUKAN 

BAB II 

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. 
6. Kepala Dlnas adalah Kepala Dlnas Pendldikan Kabupaten Klaten. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dlnas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 

pelaksana tugas teknfs pada Dinas. 
8. UPTD Pendidfkan adalah UPTD Pendldikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Klaten; 
9. Unit Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat Unit SKB adalah Unit SKB 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. 
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan 
tertentu serta bersifat mandiri. 
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Pasal 6 
(1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan terdiri dart: 

a. Kepala; 
b. Sub Baglan Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungslonal. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPTO Pendidikan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diplmpm oleh 
seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab 
kepada Kepala UPTD Pendidikan. 

(4) Bagan organisasl dan wilayah kerja UPTD Pendidikan sebagaimana tercantum 
dalam Lamplran I, merupakan baglan yang tidak terpisahkan darf Peraturan 
Bupati inf. 

Bagian Kedua 
Susunan Organfsasl 

Pasal 5 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagafmana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD 
Pendfdikan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana teknis operasional teknis operasfonal bidang pendtdtkan: 
b. pelaksanaan kebijakan teknfs operasional bldang pendidikan; 
c. pernantauan, evaluasf dan pelaporan bidang pendidikan; 
d. pengelolaan ketatausahaan; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaf dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 4 
UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegfatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas bidang 
pendldikan. 

Pasal 3 
UPTD Pendidikan merupakan UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Baglan Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsl 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN 

BAB Ill 
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Pasal 7 
(1) Kepala UPTD Pendidfkan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 
(2) Rfncian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja/ rencana kegiatan UPTD Pendidikan; 
b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas UPTD Pendidikan; 
c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data TK, SD/SOLS, 

SMP, SMU, SMK, Wajib Belajar, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi 
muda, keolahragaan dan kepramukaan; 

d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan TK, SD/SDLB, SMP, SMU, 
SMK pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, keolahragaan dan 
kepramukaan; 

e. memberikan layanan/pembinaan teknis yang berkaitan dengan pendidikan 
(TK, SD/SDLB, SMP, SMU, SMK); 

f. menyusun rencana kebutuhan dan melakukan pengawasan terhadap 
penggunaan anggaran, perlengkapan, sarana dan prasarana TK, SD/SDLB, SMP, 
SMU, SMK yang telah disetujui Kepala Dinas; 

g. mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan dana pendidikan yang berasal 
dari pemerintah dan masyarakat; 

h. mengkoordinasikan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 
urusan ketatausahaan sekolah TK, SD/SDLB, SMP, SMU, SMK; 

i. menilai pelaksanaan tugas tenaga fungsional, tenaga administrasi dan 
bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. membantu pelaksanaan penataan guru yang disesuaikan dengan kebutuhan 
sekolah dan pemerataannya baik kualitas maupun kuantitas; 

k. mengusulkan pengangkatan kepala sekolah TK, SD/SDLB, SMP, SMU, SMK; 
l. mengusulkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan 

fungsional (PAK) berdasarkan ketentuan yang berlaku; 
m. merencanakan/mengusulkan penggabungan sekolah yang tidak memenuhi 

persyaratan; 
n. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada tenaga fungsional (pengawas, 

penilik) tenaga administrasi dan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku; 

o. membuat melaporkan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi; 
p. rnelakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menglnventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD Pendfdikan dan mencari 
alternatif pemecahan masalah; 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuat bidang 
tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Rincian Tugas pokok dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala UPTD Pendidikan 
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Pasal 10 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagaf kelompok jabatan fungsional sesuat dengan bidang 
keahliannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenls dan jenjang jabatan fungsional sebagafmana dimaksud pada ayat (1) diatur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

Pasal 9 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungstonal masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordfnasikan oleh 
Kepala UPTD dan secara admfntstratlf dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagtan 
Tata usaha, 

Paragraf 3 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 
(1) Kepala Sub Baglan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penylapan bahan 

program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan. 

(2) Rlndan tugas sebagafmana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. menghlmpun, mempelajari peraturan perundang·undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan, kepegawalan, keuangan, urusan 
umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. menyusun rencana program dan melaksanakan keglatan ketatausahaan, 
kepegawalan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan; 

c. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan 
administrasi urusan tat.a usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, 
inventaris dan aset, urusan keuangan, kepegawafan, surat menyurat, 
kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai peraturan perundang· 
undangan yang berlaku; 

d. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasll 
kerja untuk bahan pengembangan karier; 

f. melakukan koordinast dan kerjasama dengan unit kerja terkatt dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordtnaslkan dan menyusun laporan kegiatan; 
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan dan mencari 
alternatif pemecahan masalah; 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual bidang tugasnya. 

' 

Paragraf 2 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
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Pasal 14 
(1) Susunan Organlsasi Unit SKB terdiri dari: 

a. Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(Z) Sub Bagian Tata Usaha sebagalmana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Baglan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Unit SKB. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (1) d1pimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Unit SKB. 

(4) Bagan Organlsasl Unit SKB sebagalmana tercantum dalam Lamplran, merupakan 
baglan yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupatl lni. 

Bagian Kedua 
Susunan Organlsasi 

Pasal 13 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unit SKB 
menyelenggarakan fungst: 
a. penyusunan rencana teknls operasional bidang penyelenggaraan kegfatan belajar; 
b. pelaksanaan kebljakan teknis operaslonal bidang penyelenggaraan kegiatan 

belajar; 
c. pemantauan, evaluasf dan pelaporan bldang penyelenggaraan keglatan belajar ; 
d. pengelolaan ketatausahaan; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Olnas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 12 
Unit sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dfnas di 
bidang penyelenggaraan kegiatan belajar. 

Pasal 11 
Unit SKB merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Baglan Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

UNIT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

BABIV 
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,. 
j. 
k. 

• I. 

m. 
n. 

Pasal 15 
(1) Kepala Unit SKB mempunyai tugas memfmpfn pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13. 
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai bertkut: 

a. menyusun program kerja/ rencana keglatan Unit SKB; 
b. melaksanakan pembinaan, bimblngan, pengawasan dan pengendalfan 

pelaksanaan tugas Unit SKB; 
c. mempersiapkan bahan, pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga 

masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, Pembina, 
pelatih dan lnstruktur dalam keglatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan 
olah raga; 

d, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian motfvasi dan 
blmbingan kepada masyarakat; 

e. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pamong belajar; 
f. melaksanakan bfmbingan teknls dan pengembangan karler pamong belajar; 
g. mempersiapkan bahan dan pembuatan percontohan program kegratan 

pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; 
h. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan blmbingan kepada 

masyarakat mengenai percontohan program keglatan pendidikan luar 
sekolah, pemuda dan olah raga; 
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bfmbmgan kepada 
masyarakat mengenai percontohan program keglatan pendidikan luar 
sekolah, pemuda dan olah raga; 
melaksanakan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar 
sekolah, pemuda dan olah raga; 
melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasl pengendalian mutu percontohan 
program kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; 
mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana belajar 
muatan lokal program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; 
memantau dan mengevaluasi pemanfaatan sarana prasarana belajar muatan 
lokal program pendfdikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; 
mempersiapkan bahan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tutor, 
fasilitator, pembina, pelatih dan fnstruktur dalam kegfatan pendidikan luar 
sekolah, pemuda dan olah raga; 

o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, 
fasilftator, pembina, pelatlh dan instruktur dalam kegfatan pendidikan luar 
sekolah, pemuda dan olah raga; 

p. menyusun bahan dan memberikan layanan lnformasi perkembangan kegiatan 
kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; 

q. melaksanakan integrasf dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan sektoral di bfdang 
pendidlkan luar sekolah, pemuda dan olah raga; 

r. membuat melaporkan kegiatan yang telah dilakukan Unit SKB sebagai bahan 
evaluasi; 

• 

Paragraf 1 
Kepala Unit SKB 

Bagian Ketiga 
Rlncian Tugas pokok dan Fungsi 
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Pasal 18 
(1) Kelompok Jabatan Fungslonal terdiri dari sejumlah jabatan fungsfonal yang 

terbagi dalam berbagaf kelompok jabatan fungsional sesuaf dengan bidang 
keahliannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagafmana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagafmana dimaksud pada ayat (1) diatur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 17 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional rnaslng-rnasing berdasarkan peraturan perundang·undangan 
yang bertaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordfnasikan oleh 
Kepala Unit dan secara adminlstratff dlkoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha. · 

Paragraf 3 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 16 
(1) Kepala Sub Baglan Tata Usaha mempunyar tugas melakukan penyiapan bahan 

program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan. 

(2) Rfncfan tugas sebagafmana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. menghimpun, mempelajar1 peraturan perundang·undangan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan 
umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan; 

c. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan 
administrasf urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, 
inventarfs dan aset, urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, 
kearsipan dan kegfatan administrasi lalnnya sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang bertaku; 

d. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

e. menflai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil 
kerja untuk bahan pengembangan karier; 

f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordinaslkan dan menyusun laporan kegiatan; 
h. mengevaluast pelaksanaan tugas dan menginventarlsasl permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemelfharaan dan mencari 
alternatif pemecahan masalah; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bfdang tugasnya. 

Paragraf 2 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
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Pasal 24 
(1) Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Unit SKB merupakan jabatan struktural eselon 

IVa. 
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb. 

ESELONISASI 

BAB VI 

Pasal 23 
(1) Kepala UPTD Pendldikan, Kepala Unit SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

wajfb mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing·masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(2) Oalam menyampalkan laporan masing·masing kepada atasan, tembusan laporan 
disampalkan kepada satuan organisasi lain yang secara fungslonal mempunyal 
hubungan kerja. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTO Pendidikan, Kepala Unit SKB dan 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahan wajib dtolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 22 
Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Unit SKB dan Kepala Sub Baglan Tata Usaha 
bertanggung jawab dalam memimpfn, mengkoordinaslkan bawahannya serta 
memberikan bimblngan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 21 
Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Unit SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib 
mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah· 
langkah yang dlperlukan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 20 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Unit SKB, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasl, 
integrasi dan sinkronlsasi secara vertikal dan horizontal, balk dalam llngkungan 
masfng·masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 19 
Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Unit SKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang·undangan yang 
berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

TATA KERJA 

BABY 
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SERITA DAERAl:I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR .?.c. 

Diundangkan di Klaten 
pada tanggal ~ - q - 2008 

• SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

SUNARNA 

--- - BUPATI KLATEN, 

C' 

Dltetapkan di Klaten 
pada tanggal -., q _ 2008 

Pasal 27 
• Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupatl ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasal 26 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 101 sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

KETENTUAN PENUTUP 

B.AB VIII 

Pasal 25 
Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Unit SKB, Kepala Sub Baglan Tata Usaha dan pejabat 
fungsional dlangkat dan dfberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

KEPEGAWAIAN 

BAB VII 

I l 
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